
BUPATI JEMBER 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOM OR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBER, 

Menimbang : a. bahwa 

Mengingat 

b. 
proses organisasi 5-«J.~ 

perlu melakty->"~ClrK\ 

me Peraturan Bupati tentang 
n rganisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja 
paten Jember; 

ang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peratu ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887); 



Menetapkan 

2 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG 
SOSIAL KABUPATEN JEMB 

a a Kabupaten Jember. 
dalah Bupati Jember. 

ekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Jember. 

4. Dinas adalah Dinas So sial Kabupaten Jember. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember. 
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten 

Jember. 
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial 

Kabupaten Jember. 
8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Sosial 

Kabupaten Jember. 
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas So sial Kabupaten 

Jember. 
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah 

UPT pada Dinas Sosial Kabupaten Jember. 
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan 

Fungsional pada Dinas Sosial Kabupaten Jember. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember. 
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BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasa1 2 

(1) Dinas merupakan un sur pelaksana urusan pemerintahan di 
Bidang So sial. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah di Bidang Sosial. 

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial; 
b . pelaksanaan kebijakan daerah di bida ng sosial; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daera 
d. pelaksanaan administrasi dinas bid 
e . pelaksanaan fungsi lain ya 

dengan tugas dan funo.,.... ~~.L--r 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c . Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan So sial Anak dan 
Yatim Piatu, membawahi: 
1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak; 
2. Seksi Pelayanan da n Rehabilitasi Sosial Yatim Piatu; dan 
3. Seksi Panti Asuhan dan Lembaga Kesejahteraan So sial. 

d. Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan So sial Lanjut Usia, 
Fakir Miskin dan Korban Bencana, membawahi : 
1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; 
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin; dan 
3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi So sial Korban Bencana. 

e. Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan So sial Perempuan 
dan Difabel, membawahi: 
1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi So sial Perempuan; 
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas ; dan 
3 . Seksi Pelaksanaan dan Rehabilitasi Warga Binaan, Korban 

Napza dan Tuna Wi sma. 



4 

f. Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Kesejahteraan 
Sosial, membawahi : 
1. Seksi Sarana Prasara·na Kesejahteraan Sosial; 
2. Seksi Gerakan Cinta Dhuafa, Kesetiakwanan Sosial, 

Kepahlawanan dan Keperintisan; dan 
3. Seksi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) . 

g. UPT; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepaia Dinas. 

(3) Bidang dipimpin oleh Kepaia Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepaia Dinas. 

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepaia Sub Bagian yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(5) Seksi dipimpin oleh Kepaia Seksi yang 
bertanggungjawab kepada Kepaia Bidang. 

BAB III 

»~ antu kepaia Dinas dalam 
ra:n penyiapan bahan penyusunan, 

ur a euangan, umum, rumah tangga dan aset, 
1 n penyelenggaraan tugas dinas serta pemberian 

CH-lClu-4.<:;J:\.nis dan administratif kepada kepaia dinas dan semua 
n di lingkungan dinas; 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat, mempunyai fungsi: 
a. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang

bidang guna penyusunan Iaporan tahunan; 
b. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan 

tugas - tugas bidang secara terpadu; 
c. pendistribusi tugas kepada bidang seSUal tugas dan 

kewenangannya; 
d. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan 

dinas; 
e. penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data 

informasi, evaluasi dan pelaporan penye1t:nggaraan kegiatan 
dinas; 

f. penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa 
kebutuhan pemeliharaan barang; 

g. pengeIolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, 
inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang 
yang dikuasai oleh dinas; 
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h. pelaksanaan urusan administrasi umum, penatausahaan 
keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga 
dinas, perjalanan dinas, keprotokolan dan hubungan 
masyarakat; 

1. pengumpulan bahan da n pelaksanaan peningkatan kinerja 
orga nisasi dinas; 

J. pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan 
k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

Paragraf 1 
Sub Bagian Umum dan Aset 

Pasal5 

(1 ) Sub Bagian Umum dan Aset, mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan 
pengelolaan asset serta melaksanakan tugas-tugas l · 
diberikan oleh Sekretaris. 

(2) Untuk melaksana kan tugas sebagaimana 
Sub Bagian Umum dan Aset mempuny . 
a. 

b. 
c. a nas, 

oler, keamanan dan 
serta pelayanan 

dan pelayanan informasi dan 
~U"'ylU~[9-0a as; 

a n dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan 
llingkungan dinas / badan; 

penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan 
pemeliharaan barang; 

g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, 
pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/ perlengkapan 
kantor; 

h. penatausa haan, pengamanan da n perlindungan aset/barang 
milik daerah; dan 

1. penyusunan laporan pertanggungj awaban 
pelaksanaan tugas. 

Paragraf2 
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

Pasal6 

atas 

(1 ) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas 
m engkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan 
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta 
mela ksanaka n tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi: 
a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan 

perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD; 
b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD; 
c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system 

informasi perencanaan dan pelaporan daerah ; 
d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan 

laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan 
laporan pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan perundang
undangan yang berlaku; 

e. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan 
evaluasi kelembagaan perangkat daerah; 

f. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian 
kinerja lingkup dinas; 

g. penYlapan bahan monitoring, evaluasi 
pengendalianpelaksanaan program, kegiatan dan angga ; dan 

h. penyusunan laporan pertanggungjawaban at pelaksanan 
tugas. 

(1) Sub Bagian 
pengelo o.6·n ....... 

engkoordinasikan 
dan pelaporan 
diberikan oleh 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

rencana 
nggaran dan rencana perubahan anggaran; 

pelaksanaanpengelolaananggaran belanja langsung, belanja 
tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi 
tanggung jawab dinas ; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system 
informasi keuangan daerah; 

d. pengkoordinasian penatausahaan keuangan; 
e. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban 

keuangan; 
f. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan 

pembayaran; 
g. penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsilisasi data 

keuangan secara periodik dengan BPKAD; 
h. penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan 

pengeluaran; 
1. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti 

laporan hasil pemeriksaan; 
J. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan 
k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 




























